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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 
JAKARA - 10110 

TELP. : (021) 3811308, 3505006 
FAX : (021) 3522338 
SMS Center : +62.813-111111-05 

TLX. :  46116 Menhub IA 
email : pusdatin@dephub.go.id 
home page : www.dephub.go.id 

 

 
Nomor  : UM.207/34/10/STJ/2024                          Jakarta, 26 Agustus 2024 
Klasifikasi  : Biasa         
Lampiran : 1 (satu) Lembar                                                                                            
Hal   : Undangan Rapat Koordinasi Finalis  

  Lomba Band Harhubnas 2024 
 
 
Yth. (Daftar Terlampir)                                                                          
 

 Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terkait 
penyiapan Lomba Band Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024, maka diperlukan 
diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Biro Komunikasi dan Informasi Publik bersama Biro 
Keuangan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk tahap akhir 
pemilihan finalis Lomba Band Harhubnas 2024.   

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk 
menghadiri rapat koordinasi yang akan diselenggarakan secara offline atau luring pada: 
 

Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 

Waktu   : 10.00 WIB - selesai 

Tempat : Ruang Rapat BKIP, Gedung Karya Lantai 7 

Acara  : Rapat Koordinasi Finalis Lomba Band Harhubnas 2024 

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 

 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima 

kasih. 
                                                        

                                                       
Kepala Biro 
Komunikasi dan Informasi Publik, 
 
 
 
 
NIP. 19670127 198703 2 001 

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ditandatangani secara elektronik
BUDI RAHARDJO, S.SOS, M.SI
Ditandatangani secara elektronik
BUDI RAHARDJO, S.SOS, M.SI

PNG
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Lampiran Surat Undangan 
Nomor    : UM.207/34/10/STJ/2024 
Tanggal  : 26 Agustus 2024 

 
 
 
 

1. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek; 

2. Kepala Biro Keuangan; 

3. Kepala Bagian PPI, Biro KIP; 

4. Kepala Bagian PSKE, Biro KIP; 

5. Kepala Bagian PMS, Biro KIP; 

6. PPK Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek; 

7. PPK Biro Keuangan; 

8. PPK Biro KIP; dan 

9. Para Koordinator Bagian PPI, Biro KIP.  

 
 
 
 
 

Kepala Biro 
Komunikasi dan Informasi Publik, 
 
 
TTD 
 
Budi Rahardjo 
NIP. 19670127 198703 2 001 

 
 
 
 
 
 
 

dan

3.   Para Kepala Bagian dan Koordinator di Lingkungan BKIP.
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SURAT MASUK 2024 



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 
Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310 

Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374 
www.bappenas.go.id 

25 Juli 2024 Nomor :  B-13696/D.05/PP.04/07/2024
Sifat : Sangat Segera 
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas 
Hal : Penandaan Anggaran Responsif Gender 

dalam Renja K/L TA 2025 

Yth. Penerima Surat (mohon lihat daftar terlampir) 
di  
Tempat 

 

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 
S-612/MK.02/2024 – No. B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 perihal Pagu Anggaran Belanja
Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025 tanggal 19 Juli 2024, bersama ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Rancangan RPJPN 2025-245, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029,  dan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 telah memandatkan pembangunan
kesetaraan gender, yaitu kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk
memperoleh haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses
dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari
pembangunan. Pembangunan kesetaraan gender penting dilaksanakan karena
proporsi jumlah penduduk yang seimbang antara perempuan dan laki-laki yang
semuanya perlu dioptimalkan potensinya untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

2. Pembangunan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan
gender (PUG) yang dilaksanakan oleh seluruh K/L di tujuh proses pembangunan,
yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
pengawasan, dan pelaporan.

3. Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung
jawab untuk memastikan integrasi perspektif gender di semua sektor pembangunan
dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan, yaitu melalui penyusunan
kebijakan dan program/kegiatan/rincian output (RO) yang responsif gender dalam
RKP dan Renja K/L Tahun Anggaran 2025.

4. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025,  agenda
pembangunan kesetaraan gender menjadi bagian dari Prioritas Nasional (PN) 4
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan
Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang
Disabilitas, yang dilaksanakan melalui :
a. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Perempuan
b. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan

Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.
c. Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan
d. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan
e. Penguatan Penyelenggaraan PUG di Proses Pembangunan

5. Strategi PUG dilaksanakan K/L dalam menyusun perencanaan dan penganggaran
program/kegiatan/rincian output, melalui :



a. Mengidentifikasi RO TA 2025 yang potensial berkontribusi dalam melaksanakan
poin a, b,c,d dan e;

b. Menyusun Gender Action Budget (GAB) melalui pengintegrasian perspektif
gender dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana telah diatur
dalam Permen PPN/Bappenas No. 2/2024 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2025 dan  PMK No. 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

c. Melakukan penandaan tematik APBN untuk Anggaran Responsif Gender (ARG)
secara konsisten di aplikasi KRISNA dan SAKTI.

Adapun penjelasan secara teknis terkait PUG dalam Perencanaan dan 
Penganggaran Tahunan dapat dilihat pada Lampiran 2. 

6. Berdasarkan hasil rekapitulasi penandaan tematik ARG TA 2025, belum seluruh K/L
melakukan PUG dan penandaan ARG. Data Krisna Renja K/L TA 2025 (status per 1
Juli 2024) menunjukkan hanya 30 dari 82 K/L yang sudah melakukan penandaan
ARG (Lampiran 3).

7. Sehubungan dengan itu, kami mohon Bapak/Ibu untuk: (a) mengidentifikasi dan
membahas RO yang potensial ditandai sebagai ARG dalam pertemuan tiga pihak
SBPA TA 2025; (b) mengoordinasikan dan memastikan penandaan ARG TA 2025
telah dilakukan di level RO dalam aplikasi Krisna Renja KL dan SAKTI; dan (c)
memastikan kelengkapan dokumen RO yang ditandai ARG, yaitu KAK yang
responsif gender (GAB).

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai 
PUG dan Penandaan ARG dapat menghubungi Sdri. Marsella (HP: 0821-3448-8057) 
atau Qurrota A’yun (HP: 0819-0887-2083). Demikian surat ini kami sampaikan. Atas 
perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian

PPN/Bappenas
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
8. Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA
9. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA
10. Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi, Kementerian PPPA
11. Asisten Deputi PUG Bidang Sosial dan Budaya, Kementerian PPPA
12. Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum, Kementerian PPPA
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Lampiran 1 Surat  
Nomor : B-13696/D.05/PP.04/07/2024  
Tanggal : 25 Juli 2024

 DAFTAR PENERIMA SURAT 

Kementerian/Lembaga 
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional
27. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PANRB)
28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
31. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Sekretaris Utama Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
34. Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman

Modal
35. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
36. Sekretaris Jenderal Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
37. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN)
38. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
39. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas)
40. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS)



41. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG)
42. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)
43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
44. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
45. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN)
46. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN)
47. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
48. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
49. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
50. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN)
51. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
52. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN)
53. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
54. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN)
55. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
56. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB)
57. Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
58. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
59. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas)
60. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla)
61. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
62. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
63. Sekretaris Badan Restorasi Gambut (BRG)
64. Sekretaris Badan Pengusahaan Batam
65. Sekretaris Badan Pengusahaan Sabang
66. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
67. Sekretaris Jenderal MPR RI
68. Sekretaris Jenderal DPR RI
69. Sekretaris Jenderal DPD RI
70. Sekretaris Jenderal komisi Yudisial RI
71. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
72. Sekretaris Mahkamah Agung
73. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusian (Komnas HAM)
74. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU)
75. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
76. Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengawas Pemilut (BAWASLU)
77. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

(BNPT RI)
78. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
79. Sekretaris Jenderal Komisi Informasi Pusat
80. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
81. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia
82. Asisten Perencanaan Umum dan Anggaran (As Rena) Kepolisian RI
83. Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan, Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR)
84. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
85. Kepala Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)
86. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Mahkamah Agung (MA)
87. Kepala Biro Perencanaan, Kejaksaan Agung
88. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Negara
89. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Dalam Negeri
90. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri
91. Kepala Direktur Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan



92. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
93. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan 
94. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian 
95. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian 
96. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) 
97. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan 
98. Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi (Kemendikbudristek) 
99. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan 
100. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama 
101. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Ketenagakerjaan 
102. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial 
103. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
104. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
105. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Kementerian Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat (PUPERA) 
106. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan 
107. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
108. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
109. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
110. Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi, Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) 
111. Kepala Biro Perencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 
112. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan UKM 
113. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 
114. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 
115. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Intelijen Negara (BIN) 
116. Kepala Biro Perencanaan, Badan Siber dan Sandi Negara 
117. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan, Dewan Ketahanan Nasional 

(WANTANAS) 
118. Kepala Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik (BPS) 
119. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana, Kementerian 

PPN/Bappenas 
120. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
121. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI  
122. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika  
123. Kepala Biro Kebijakan dan Strategi (Rojakstra), Kepolisian RI 
124. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) 
125. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Ketahanan Nasional 

(LEMHANAS) 
126. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Investasi/Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
127. Kepala Biro Perencanaan, Badan Narkotika Nasional (BNN) 
128. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi 
129. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN) 



130. Kepala Biro Perencanaan Pengawalan Internal, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNAS HAM)

131. Kepala Biro Bagian Program dan Penyusunan Anggaran BMKG, Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

132. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
133. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan, Mahkamah Konstitusi (MK)
134. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK)
135. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum, Badan Informasi Geospasial

(BIG)
136. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha,  Badan Standarisasi Negara

(BSN)
137. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
138. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol, Lembaga Administrasi

Negara (LAN)
139. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional RI (ANRI)
140. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kepegawaian Negara (BKN)
141. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP)
142. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan
143. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga
144. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
145. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
146. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Komisi Yudisial (KY)
147. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
148. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Badan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia (BP2MI)
149. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
150. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Teknik Luar Negeri, Badan SAR Nasional

(BASARNAS)
151. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU)
152. Kepala Deputi Perencanaan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
153. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama, Ombudsman RI
154. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum, Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP)
155. Kepala Biro Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan, Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP
KPBPB Batam)

156. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Antar Lembaga, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT)

157. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kabinet
158. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum
159. Direktur Keuangan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)
160. Direktur Keuangan, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI)
161. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi, Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP KPBPB Sabang)
162. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Keamanan Laut RI (BAKAMLA)
163. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
164. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

(BPIP)



PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 
TAHUN 2025 

1. PUG difokuskan di tingkat Rincian Output (RO), yaitu dengan  menyusun RO yang responsif
gender yang dibuktikan dengan  Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disebut dengan Gender
Action Budget (GAB)  sesuai format yang diatur dalam PMK No. 62/2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

2. PUG di proses perencanaan dan penganggaran akan memberikan manfaat bagi K/L dalam
meningkatkan kualitas perencanaan program/kegiatan/RO dan pada akhirnya akan
mendukung K/L dalam mencapai indikator kinerjanya, melalui:
a. Identifikasi permasalahan dan faktor penyebab yang lebih tepat;
b. Rumusan intervensi yang lebih tepat; dan
c. Identifikasi penerima manfaat yang lebih akurat.

3. PUG dilaksanakan terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan
sehingga tidak ada konsekuensi adanya tugas tambahan;

4. Gender Action Budget (GAB) disusun melalui dua tahapan, yaitu:
a. Mempelajari Renja K/L dan mengidentifikasi RO TA 2025 yang potensial berkontribusi

dalam melaksanakan agenda pembangunan kesetaraan gender yang hasilnya;
b. Menyusun Gender Action Budget (GAB)

5. Proses identifikasi RO  yang potensial berkontribusi dalam melaksanakan agenda
pembangunan kesetaraan gender dilakukan melalui analisis gender di sektor masing-masing,
dengan cara:
a. Mengidentifikasi isu gender strategis sesuai dengan tugas dan fungsi K/L, baik melalui

identifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender (beban ganda, stereotip atau pelabelan
berbasis gender, subordinasi atau penomorduaan berbasis gender, kekerasan berbasis
gender, marginalisasi atau peminggiran berbasis gender) dan ketimpangan gender antara
laki-laki dan perempuan dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM).
Proses identifikasi isu strategis dilakukan dengan menyajikan data terpilah berdasarkan
jenis kelamin maupun data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif;

b. Menganalisis faktor penyebab terjadinya isu gender strategis, baik di ranah masyarakat
maupun ranah pemerintah;

c. Menyusun rencana aksi (rencana intervensi) sesuai tugas dan fungsi K/L untuk
merespons faktor penyebab;

d. Mengidentifikasi program/kegiatan/RO di Renja K/L TA 2025, termasuk unit kerja level
Eselon 1 dan 2 yang menjadi pengampu, yang hasilnya dituangkan dalam tabel sebagai
berikut:

Daftar RO Potensial Ditandai Sebagai ARG TA 2025 

No Rencana Aksi 
(Rencana Intervensi) Program Kegiatan RO 

Pengampu 
Unit Kerja Es 1 

dan 2) 
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e. Contoh Rencana Aksi (Rencana Intervensi) yang potensial mendukung pembangunan
kesetaraan gender dan ditandai sebagai ARG adalah sebagai berikut:

Agenda Pembangunan Rencana Aksi 
Pendidikan • Peningkatan akses layanan Wajib Belajar 13 tahun,

• pendidikan non-formal yang mencakup pendidikan life
skill dan soft skill,

• pengembangan kurikulum yang responsif gender
• bimbingan karir di sekolah

Kesehatan • layanan kesehatan ibu, KB dan kesehatan reproduksi,
• peningkatan partisipasi laki-laki dalam ber-KB,
• peningkatan gizi,
• perluasan cakupan jaminan sosial kesehatan

Ekonomi • pelatihan keahlian kerja dan keterampilan perempuan,
• pendataan pelaku usaha (terpilah),
• layanan keuangan dan akses pemodalan,
• literasi keuangan,
• literasi digital dan optimalisasi TIK dalam rantai bisnis

usaha perempuan,
• informasi pasar kerja yang merespons kebutuhan

berbeda anatra laki-laki dan perempuan
• pengaturan jam kerja yang fleksibel)
• penerapan dan pengawasan prinsip kesetaraan dan

nondiskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan yang
sama

• kebijakan/upaya menurunkan ketimpangan upah
antara perempuan dan laki-laki

Politik • pendidikan politik bagi perempuan
• kebijakan/penguatan lingkungan strategis yang

mendukung partisipasi perempuan di politik dan
pengambilan keputusan

Infrastruktur • penyediaan air bersih dan sanitasi
• penyediaan transportasi yang ramah perempuan
• penyediaan jalan/jembatan di lokasi yang sangat

membutuhkan (misalnya lokasi dengan angka
kematian ibu melahirkan tinggi),

• penyediaan energi yang ramah perempuan
• akses dan partisipasi yang setara bagi laki-laki dan

perempuan untuk terlibat dalam pembangunan sarana
prasarana

Hukum • penyediaan layanan bagi perempuan korban
kekerasan (medis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum,
reintegrasi sosial),

• kampanye/promosi pencegahan kekerasan,
• pelatihan/peningkatan kapasitas APH dan SDM

layanan, dan lainnya.
Reformasi Birokrasi 
(khususnya kebijakan 
terkait pengelolaan SDM) 

• mengembangkan praktik-praktik budaya kerja yang
inklusif – tempat kerja yang ramah keluarga dan
inklusif; work-life balance, dan sesuai dengan budaya
“BERAKHLAK”

• pengaturan waktu kerja fleksibel
• penyusunan dan sosialisasi kebijakan pencegahan

kekerasan di tempat kerja
• kebijakan cuti orang tua (termasuk cuti ayah bagi yang

istrinya melahirkan)
• akses setara pegawai laki-laki dan perempuan dalam

pengembangan talent pool



• penyediaan sarana prasarana responsif gender, antara 
lain ruang laktasi dan daycare 

Agama  • pengembangan materi bagi penyuluh agama yang 
mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan 
dari kekerasan 

• Bimbingan perkawinan yang memuat kesetaraan 
gender dalam berkeluarga 

Lingkungan Hidup  • Akses dan partisipasi perempuan untuk pelestarian 
lingkungan hidup dan penanggulangan bencana   

Politik luar negeri  • Perlindungan WNI di luar negeri, 
• Dukungan bagi UMKM Perempuan untuk menembus 

pasar luar negeri  
 

6. Gender Action Budget (GAB) disusun untuk RO yang ada di Daftar RO Potensial ARG 2025 
yang dihasilkan pada aktivitas di poin 5. GAB disusun sesuai format PMK No. 62/2023, 
sebagai berikut: 

 







7. Gender Action Budget disusun dengan memperhatikan karakteristik, Jenis dan Satuan
Klasifikasi Rincian Output (KRO), sebagai berikut:

KRO CONTOH INTEGRASI GENDER 
Kerangka Regulasi • menyusun norma aturan yang responsif gender dengan

mengacu pada Permen PPPA No 6 Tahun 2023 tentang
Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan
Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

• membuka akses dan partisipasi yang setara antara laki-laki
dan perempuan dalam proses konsultasi publik
penyusunan peraturan perundangan,

• penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin
Kerangka Pelayanan 
Umum 

• integrasi gender  dalam standar pelayanan publik
• pemenuhan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan

perempuan, antara lain  metode pemberian layanan jemput
bola, penyediaan layanan khusus perempuan,

• penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Kerangka Investasi 
Fisik 

• akses dan manfaat, antara lain melalui desain infrastruktur
yang inklusif dan responsif gender sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung,

• penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di
daerah terpencil,

• penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Untuk Kerangka 
Investasi SDM dan 
Sosial Ekonomi 

• meningkatkan akses dan partisipasi yang setara antara
laki-laki dan perempuan, antara lain melalui metode kuota
bagi  peserta perempuan (misalnya minimal 30%),

• pelibatan perempuan atau kelompok perempuan di dalam
berbagai kegiatan,

• penyediaan tempat bermain anak di lokasi pelatihan,
training dengan metode hibrid antara daring dan luring.

• penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Untuk Administrasi 
Internal 
Kementerian/Lembaga 

• penyediaan sarana dan prasarana responsif gender (ruang
laktasi dan tempat penitipan anak),

• meningkatkan akses dan partisipasi pegawai perempuan di
jabatan pimpinan,

• kebijakan kepegawaian yang ramah keluarga,
• dukungan kegiatan pelembagaan PUG di internal K/L
• penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Administrasi Internal 
Pemerintahan (antar 
K/L dan antar 
Pemerintah Pusat dan 
Daerah, 

• melalui dukungan pelaksanaan penyelenggaraan PUG dari
Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah sesuai
dengan bidangnya masing-masing yang dituangkan dalam
NSPK

• integrasi gender dalam transfer ke daerah
• pembinaan dan pengawasan dari K/L kepada provinsi

terkait pelaksanaan PUG
• penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.



DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MELAKUKAN PENANDAAN ARG 
DALAM SISTEM INFORMASI KRISNA RENJA K/L TAHUN ANGGARAN 2021-2025 

No Kementerian/Lembaga ARG TA 20211) 
(Ribu) 

ARG TA 20222) 
(Ribu) 

ARG TA 2023 3) 
(Ribu) 

ARG TA 2024 4) 
(Ribu) 

ARG TA 2025 5) 
(Ribu) 

1 MAHKAMAH AGUNG - - 35.569.644 36.352.835 61.263.447 

2 SEKRETARIAT 
NEGARA 6.942.450 6.442.807 6.740.186 7.234.161 6.866.513 

3 KEMENTERIAN 
DALAM NEGERI 478.187 1.400.000 23.430.602 26.496.924 36.567.646 

4 KEMENTERIAN LUAR 
NEGERI 926.863 135.756.863 128.077.003 691.923.033 1.061.668.047 

5 KEMENTERIAN 
PERTAHANAN - - - - 107.500 

6 
KEMENTERIAN 
HUKUM DAN HAK 
ASASI MANUSIA 

- - 1.631.721 2.054.609 2.366.241 

7 KEMENTERIAN 
KEUANGAN 2.884.552 2.093.888.075 2.638.799.615 1.077.709.686 1.667.699.811 

8 KEMENTERIAN 
PERTANIAN 29.826.957 1.290.436.728 1.048.971.928 1.198.390.739 442.210.760 

9 

KEMENTERIAN 
ENERGI DAN 
SUMBER DAYA 
MINERAL 

374.412.442 739.285.288 546.053.633 168.276.292 200.183.982 

10 KEMENTERIAN 
PERHUBUNGAN 8.120.428.829 5.153.712.443 6.304.684.254 5.799.844.438 1.241.473.672 

11 KEMENTERIAN 
KESEHATAN 1.100.453 746.940 - - - 

12 KEMENTERIAN 
AGAMA - 6.961.047 19.810.237 13.951.839 24.316.716 

KEMENTERIAN 
KETENAGAKERJAAN - - - 13.951.839 - 

13 KEMENTERIAN 
SOSIAL 28.782.227.726 28.755.388.222 28.735.327.669 - - 

14 
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN 

134.060.069 2.097.280.138 2.039.573.290 2.200.470.381 1.187.492.839 

15 
KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

232.251.928 418.283.130 628.683.698 662.070.069 1.187.542.839 

16 

KEMENTERIAN 
PEKERJAAN UMUM 
DAN PERUMAHAN 
RAKYAT 

96.076.000 22.315.844.298 26.686.002.887 30.424.775.190 19.005.976.887 

17 

KEMENTERIAN 
KOORDINATOR 
BIDANG POLITIK, 
HUKUM DAN 
KEAMANAN 

- 22.224.047 18.751.063 20.757.087 10.486.828 

18 

KEMENTERIAN 
KOORDINATOR 
BIDANG 
PEMBANGUNAN 
MANUSIA DAN 
KEBUDAYAAN 

73.229.708 61.450.000 58.087.770 58.909.042 68.719.520 

19 

KEMENTERIAN 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI 
KREATIF/BADAN 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

- - 447.006.358 376.381.183 216.234.452 

20 
KEMENTERIAN 
BADAN USAHA MILIK 
NEGARA 

- - 581.576 354.008 - 

21 

KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
ANAK 

19.650.000 95.891.865 116.118.966 146.533.477 126.422.853 
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No Kementerian/Lembaga ARG TA 20211) 
(Ribu) 

ARG TA 20222) 
(Ribu) 

ARG TA 2023 3) 
(Ribu) 

ARG TA 2024 4) 
(Ribu) 

ARG TA 2025 5) 
(Ribu) 

22 
KEMENTERIAN 
PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA 

- - 711.826 - - 

23 BADAN PUSAT 
STATISTIK 5.436.651 3.739.091 5.605.882 6.021.426 5.785.583 

24 

BADAN 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
NASIONAL/BAPPENAS 

- 8.219.254 12.424.259 13.954.354 3.000.000 

25 BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN 83.797.062 136.388.710 244.568.594 156.608.204 313.203.621 

26 
LEMBAGA 
KETAHANAN 
NASIONAL 

32.568.207 41.336.200 39.554.800 35.782.036 37.271.507 

27 

KEMENTERIAN 
INVESTASI/ BADAN 
KOORDINASI 
PENANAMAN MODAL 

3.130.000 3.400.000 5.455.000 5.600.000 0 

28 BADAN NARKOTIKA 
NASIONAL (BNN) - 89.157.279 108.380.918 - 13.172.299 

29 

KEMENTERIAN DESA, 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 
TERTINGGAL DAN 
TRANSMIGRASI 

- 2.823.235 5.000.000 - - 

30 

BADAN 
KEPENDUDUKAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
NASIONAL 

2.007.180 3.836.000 3.534.000 3.734.000 3.037.250 

31 KOMISI NASIONAL 
HAK ASASI MANUSIA - 4.462.710 3.850.000 2.004.561 8.527.672 

32 KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 4.402.313 14.455.466 19.633.220 7.444.104 4.303.350 

33 
KEMENTERIAN 
PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

- - 24.240.894 24.240.894 3.000.000 

34 
BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

12.396.400 35.953.161 43.555.638 17.841.380 282.509.794 

35 

BADAN 
PERLINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA 

73.696.175 20.986.362 3.352.892 22.134.636 - 

36 OMBUDSMAN 
REPUBLIK INDONESIA - 12.309.136 18.031.629 19.314.385 16.250.495 

37 BADAN RISET DAN 
INOVASI NASIONAL - 15.361.677 - - - 

Total 38.125.830.152 63.611.442.726 70.021.801.652 43.251.774.397 27.237.662.123 

Sumber: 1) Data Krisna per tanggal 30 Maret 2021; 2) Data Krisna per tanggal 17 November 2021; 3) Data Krisna per tanggal 
13 Desember 2022; 4) Data Krisna per tanggal 8 Maret 2024; 5) Data Krisna per tanggal 1 Juli 2024 
Catatan: Untuk Kementerian/Lembaga yang tidak termasuk dalam tabel, maka belum pernah melaksanakan penandaan 
ARG pada periode tahun 2021-2025. 
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Nomor : 249/BPH-FEBUNAS/IX/2024 Jakarta, 02 September 2024 

Lampiran : -  

Perihal : Permohononan Kunjungan Kementerian Perhubungan RI 

 

 

Kepada Yth. 

Kepala Kantor Kementerian Perhubungan RI 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

 

Salam sejahtera semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan lancar dalam menjalankan 

segala aktivitasnya. Melalui perantara surat ini, kami dari Kelompok Studi Pasar Modal 

Universitas Nasional bermaksud untuk mengadakan kunjungan studi ke Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia. Adapun maksud dari kunjungan ini adalah untuk memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang berbagai kebijakan yang terkait dan program-program yang 

dijalankan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Maka dari itu, kami mengajukan 

permohonan ini sebagai bentuk dukungan untuk  keberlangsungan kegiatan tersebut, yang akan 

dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal : Kamis, 12 September 2024 

Waktu : 13.00 – 15.10 WIB 

Jumlah Peserta : 100 Orang 

  Mohon sekiranya Bapak/Ibu Kepala Kementerian Perhubungan RI dapat memberikan konfirmasi 

kunjungan kepada kami setelah surat ini diterima, dan dapat menghubungi Contact Person: 

085717316791 - Fachrisa Afiah. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami 

kegiatan tersebut dapat      terlaksana sesuai dengan tujuan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami 

mengucapkan terima kasih. 

    Hormat kami, 
 

Ketua Pelaksana Sekretaris Pelaksana 
 

 

 

 

 

Muhammad Firli Ramadhan Mengetahui, Piya Syawala Dehan 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

- Arsip 

mailto:kspmfebunas@gmail.com
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KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email: kemenkomaritim@maritim.go.id

`

 

Kepada Yth

(Daftar Terlampir)

di-

        Tempat

Dalam  rangka  pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di  Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kami mengundang Pegawai

Negeri  Sipil  di  lingkungan  instansi  Bapak/Ibu  yang  memenuhi  persyaratan  untuk

mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat

menginformasikan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  instansi  Bapak/Ibu

mengenai  seleksi  dimaksud.  Selanjutnya informasi  persyaratan dan tahapan seleksi

dapat diakses melalui website https://maritim.go.id

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (sebagai laporan).

Nomor : B-0762/SESMENKO/KP.03/VII/2024 29 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di

Lingkungan Kemenko Marves

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator,

     ${ttd}

Odo R.M Manuhutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Lampiran Surat
Nomor : B-0762/SESMENKO/KP.03/VII/2024
Tanggal : 29 Juli 2024

A. Sekretaris Kementerian Koordinator/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
25. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas);
26. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi;
27. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
28. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf);
29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
31. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
32. Sekretaris Utama Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM);
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B. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara
1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;

C. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Sekretaris Jenderal Ombudsman;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

D. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN);
4. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla);
5. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN);
7. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
8. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
9. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
10.Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
11.Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
12.Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
13.Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
14.Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
15.Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN);
16.Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
17.Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
18.Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS);
19.Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
20.Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN);
21.Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
22.Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP);
23.Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS);
24.Sekretaris Utama Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);
25.Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia (BARANTIN);
26.Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BAPANAS);

E. Sekretaris Daerah Provinsi
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
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4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10.Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11.Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14.Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta;
15.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
16.Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
17.Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18.Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19.Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
23.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
24.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
27.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
28.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29.Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
30.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
31.Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32.Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33.Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
34.Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
35.Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
36.Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
37.Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;
38.Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan.
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Office : 

Indonesia Stock Echange Tower 2, 17
Th

 Floor , Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 52  
Jakarta Selatan 12190  
Kebayoran Lama, Grogol Utara, Jakarta Selatan 12210 

(021) 515 7724  
(0812) 8860 6110  

No. : 244/SPA_DIGIMIND/IX/2024                  Jakarta, 09 September 2024 

Lamp. : 2 

 
Kepada yth, 

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi  

Kementerian Perhubungan 

Jl. Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat Gd. Cipta Lantai 5 

   

Perihal : 

Permohonan Audiensi dan Kerjasama Program Pelatihan Sertifikasi Digital Marketing berbasis 

Kompetensi Nasional untuk Peningkatan Soft Skill Kepegawaian dan ASN 

 

 

Dengan Hormat,  

 

Kami, Asosiasi Digital Marketing Indonesia (DIGIMIND) dengan ini mengajukan 

permohonan ingin bersilaturahmi dan beraudiensi kepada Kepala Biro Kepegawaian dan 

Organisasi, Kementerian Perhubungan tentang Program Pelatihan Sertifikasi Digital 

Marketing berbasis Kompetensi Nasional untuk Peningkatan Soft Skill Kepegawaian dan 

ASN. 

 

Adapun latar belakang kami mengajukan permohonan audiensi ini sebagai berikut: 

1. Berdasarkan riset bulan September 2023, Skill Digital Marketing menjadi skill yang paling  

dibutuhkan oleh dunia Bisnis dan Industri, yaitu sebesar 31.752 dan menempati posisi 

pertama dari kebutuhan di dunia industri. (detik.com tgl 14 September 2023) 

2. Hampir 90% masyarakat Indonesia yang terkoneksi secara digital MAYORITAS hanya 

menjadi konsumen teknologi (melakukan transaksi online), dimana digital menjadi tempat 

untuk membelanjakan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan offline. Sehingga 

ketahanan ekonomi digital di Indonesia belum mencapai impian yang diharapkan. 

3. Jumlah pelaku industri usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia yang memiliki 

kemampuan berbasis kompetensi nasional di Bidang Digital hanya 10% dari kebutuhan 

kegiatan industri usaha dan ekonomi di Indonesia. 

4. Pegawai memasuki usia pensiun mengalami kesulitan dalam hal finansial di karenakan 

sudah tidak lagi memiliki pendapatan tetap seperti pada saat masih bekerja. 

5. Dan disaat yang sama, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini dari tahun 

2022 Asosiasi Digital Marketing Indonesia melaksanakan program Pelatihan Digital 

Marketing Berbasis Kompetensi Nasional dan telah melakukan Memorandum of 

Understanding (MOU) dengan berbagai kampus baik negeri maupun swasta dan juga 

dengan beberapa kementerian 
 

Program Pelatihan Sertifikasi Digital Marketing berbasis Kompetensi Nasional untuk 

Peningkatan Soft Skill Kepegawaian dan ASN adalah Program Khusus Asosiasi Digital 

Marketing Indonesia dan LSP untuk mengembangkan kemampuan SDM dan ASN di bidang 

literasi Digital yang Profesional dengan Kualifikasi dan Kompetensi Nasional.  

 



 

 

 
Office : 

Indonesia Stock Echange Tower 2, 17
Th

 Floor , Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 52  
Jakarta Selatan 12190  
Kebayoran Lama, Grogol Utara, Jakarta Selatan 12210 

(021) 515 7724  
(0812) 8860 6110  

Dimana lulusan pelatihan sertifikasi “Digital Marketing berbasis Kompetensi Nasional” ini 

dilengkapi dengan gelar non akademik yaitu Certified Digital Marketer (CDM) dari LSP Digital 

Marketing Indonesia P3 yang didirikan oleh Asosiasi Digital Marketing Indonesia  dengan No:  

(SK BNSP :  KEP.1049/BNSP/V/2022). 

Besar harapan kami dapat bertemu dan beraudiensi dengan Kepala Biro Kepegawaian dan 

Organisasi, Kementerian Perhubungan untuk membahas kemungkinan kerja sama dalam 

Program Pelatihan Sertifikasi Digital Marketing berbasis Kompetensi Nasional untuk 

Peningkatan Soft Skill Kepegawaian dan ASN. 

 

Adapun Jadwal Audiensi yang kami ajukan adalah:   

- Hari/Tanggal : September 2024   

- Jam  : 10.00 s/d Selesai 

- Tempat  : Tatap muka  

 

Jadwal audiensi kami menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan tempat yang Bapak/Ibu 

berikan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor sekretariat Asosiasi 

Digital Marketing Indonesia 0812-8860-6110 (Gusti) atau 0811-1868-975 (Hani). Atas 

perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Kami, 

 

 

Dian Martin Sudiana 

Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia 
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Indonesia Stock Echange Tower 2, 17
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 Floor , Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 52  
Jakarta Selatan 12190  
Kebayoran Lama, Grogol Utara, Jakarta Selatan 12210 

(021) 515 7724  
(0812) 8860 6110  
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Indonesia Stock Echange Tower 2, 17
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 Floor , Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 52  
Jakarta Selatan 12190  
Kebayoran Lama, Grogol Utara, Jakarta Selatan 12210 

(021) 515 7724  
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Unit Kompetensi Digital Marketing yang akan Di Ujikan oleh LSP BNSP 

 

 



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2502/PC.01.02-K2/VIII/2024 26 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Permintaan Dokumen

Yth. Menteri Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.6/RW.1, Gambir
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Berdasarkan  Pasal  7  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang
Ombudsman Republik Indonesia, salah satu tugas Ombudsman adalah melakukan
upaya  pencegahan  maladministrasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.
Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dimaksud,  Ombudsman  saat  ini  sedang
melaksanakan  kajian  mengenai  Efektivitas  Pencegahan  Tindak  Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional
Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Tahun  2020-
2024.

Sehubungan  dengan  itu,  Ombudsman  Republik  Indonesia  bermaksud  meminta
sejumlah dokumen pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2023 tentang RAN PPTPPO Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam
surat ini.  Kami berharap dokumen dimaksud dapat disampaikan secara langsung
(dokumen  fisik)  atau  melalui  surat  elektronik  di  team2@ombudsman.go.id paling
lambat 14 (empat belas hari) sejak diterimanya surat ini. 

Untuk  konfirmasi  lebih  lanjut,  dapat  menghubungi  Keasistenan  Utama  II
(08119023737). Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,

#

Mokhammad Najih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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Lampiran Surat 

Nomor : B/2502/PC.01.02-K2/VIII/2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

Hal : Permintaan Dokumen 

No. Aksi PPTPPO
Target Dokumen Tahun

2020-2024

1. Sinkronisasi  kewenangan  pengawasan  dan

pemeriksaan HAM di kapal perikanan dan unit

pengolahan ikan

1  laporan  kegiatan/tahun

pada Tahun 2022 – 2024

2. Pelaksanaan  pemantauan  dan  pencegahan

TPPO  di  bandara,  pelabuhan  laut,  serta

perbatasan  perairan  dan  daratan  di  wilayah

yurisdiksi Indonesia

Dokumen/tahun 
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OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2176/PW.01.04/VII/2024 18 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerapan Nilai Ombudsman dan Larangan Memberikan 

Gratifikasi kepada Insan Ombudsman

Yth. Bapak/Ibu
1. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Para Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi
3. Para Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah
5. Para Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik Lainnya

Dalam rangka membangun integritas  dan mengimplementasikan  Nilai  Ombudsman
yang  berasaskan  kepatutan,  keadilan,  non-diskriminasi,  tidak  memihak,  akuntabilitas,
keseimbangan,  keterbukaan,  dan  kerahasiaan  di  lingkungan  Ombudsman  Republik
Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:. 
1. Bahwa untuk mewujudkan Insan Ombudsman yang berintegritas, profesional, dan adil,

Ombudsman  RI  telah  menetapkan  Peraturan  Ombudsman  Nomor  40  Tahun  2019
tentang Kode Etik  dan Kode Perilaku Insan Ombudsman dan Peraturan Ombudsman
Nomor 45 Tahun 2020 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Ombudsman RI.

2. Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019, seluruh Insan Ombudsman
dalam bersikap, berindak dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari harus
berlandaskan pada Nilai Dasar ASN, Nilai Ombudsman (Integritas, Profesional, dan Adil)
serta kode etik dan kode perilaku yang dibangun berdasarkan Nilai Ombudsman.

3. Terkait hal tersebut, dengan ini kami mengharapkan kepada Bapak/Ibu agar memberikan
dukungan kepada segenap Insan Ombudsman untuk senantiasa menjaga integritas kami
dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Seluruh Insan Ombudsman
telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik secara berintegritas, profesional,
dan adil.

Demikian  disampaikan,  atas  perhatian  dan  kerja  sama  yang  baik  dari  Bapak/Ibu
semua, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,

#

Mokhammad Najih
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Nomor : B-597/TU.020/D.4/08/2024       23 Agustus 2024 

Sifat : Segera 

Lampiran : - 

Hal : Permohonan Audiensi 

 

 

Yth. 

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 

di  
    Tempat 
 

Dalam rangka upaya penanganan inflasi cabai nasional, perlu dilakukan pembahasan 

bersama antar K/L serta melibatkan stakeholder lainnya yang terkait. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat bermaksud untuk 

melaksanakan Audiensi dengan topik ”Mendorong Kerjasama Antara Champion 

dengan Daerah Defisit Cabai”, pada : 

Hari/tanggal : Rabu / 28 Agustus 2024 

Waktu : 10.00 WIB – selesai 

Tempat : Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 

  JI. Medan Merdeka Barat No. 8 Gd. Karsa Lt. 7 Jakarta Pusat 

 

Adapun kesediaan waktu dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Diana di 
Whatsapp 085721909339. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan 
Saudara, diucapkan terima kasih. 
 

 Ditandatangani secara elektronik oleh 
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat 
 
 
 
 
 
 
Andi Muhammad Idil Fitri, SE, MM 
NIP 196912111997031003 

 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 
JALAN AUP  NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520 

TELEPON/FAKSIMILI: (021) 7806570 / 7817611 
WEBSITE: httpp://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id  

E-mail: ditsayurobat@pertanian.go.id 
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YAYASAN CAKRA ABHIPRAYA RESPONSIF
Jl. Kapten Tendean No. 22 RT.001/RW.001, Pela Mampang
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

(12720) Telp: 0812 – 1212 – 8095

No : 016/SPP/CAR/PUSAT.PPG/VII/2024 Jakarta, 25 Juli 2024
Lamp. : 1 (Satu) Berkas
Hal. : Surat Permohonan Audiensi

Kepada Yth.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Departemen CSR

Bapak/Ibu

di Tempat

Dengan Hormat,

Segala puji bagi Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan
kesehatan hingga saat ini.

Cakra Abhipraya Responsif merupakan Yayasan Sosial yang berfokus dalam bidang Anak,
Kebencanaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan. Berkaitan dengan program “Ekspedisi Kemanusiaan
Papua Menanam” dengan melakukan pembangunan sekolah alam yang di konsep sebagai edukasi
center di Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2024 bersamaWindah Basudara dan Sania Leonardo.

Kami bermaksud ingin mengajukan audiensi kepada Bapak/Ibu Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia terkait program tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, adapun kami lampirkan 1
(satu) berkas proposal. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Yayasan Cakra
Abhipraya Responsif melalui Sdri. Nini Sephia (+62 813-8977-3428).

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam
perlindungan Tuhan YME. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua Cakra Abhipraya Responsif

Putro Anugrahlindu

YouTube : Cakra Abhipraya Responsif

Instagram : @cakraabhipraya
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Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan 

Afrika 
Jl. Taman Pejambon No. 6  T : (6221) 344 1508 

Jakarta Pusat 10110 F : (6221) 223 45501 

E : dit.astara@kemlu.go.id W : www.kemlu.go.id 

 

 
Nomor 

 
: 

 
07571/BK/05/2024/28 

            Jakarta, 3 Mei 2024 

Sifat : Segera   

Lampiran : 1 (satu) berkas   

Perihal : Penyampaian Informasi 
Persetujuan Brunei Darussalam 
untuk Penerbangan Air Asia 
Indonesia 

  

 

Yth. Direktur Angkutan Udara 
Kementerian Perhubungan 
di  
 Jakarta 
 

Merujuk berita KBRI Bandar Seri Begawan nomor B-00142/BS Begawan/240427 

(terlampir), bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa KBRI Bandar Seri Begawan telah 

menerima surat balasan Menteri Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam 

kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 1 April 2024 yang pada intinya menyampaikan 

bahwa proses persetujuan atas permohonan FOAC PT Indonesia Air Asia telah selesai dan 

telah disetujui. 

 

Sehubungan hal ini, mohon bantuan Kementerian Perhubungan untuk dapat 

menyampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait.  

 

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Tembusan: 
1. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri (sebagai laporan). 
2. Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. 
3. Yth. Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Kementerian Luar Negeri. 

 

a.n. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 
Direktur Asia Tenggara 

 
 
 
 

Mirza Nurhidayat 
 
 



16974

B-00142/BS Begawan/240427
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Ada

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 040/PR.06.01/0.1.0/VI/2024 Jakarta, 5 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 halaman
Hal : Undangan Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2023

Yang Terhormat,

(Daftar Nama Terlampir)

di Jakarta

Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dan  keterbukaan  informasi  publik  atas

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta penyampaian kondisi hak asasi manusia

dan  perkara-perkara  yang  ditangani  selama  tahun  2023,  Komnas  HAM  RI  akan

menyelenggarakan kegiatan “Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun

2023” dengan tema “Menjawab Tantangan Baru dalam Penghormatan Pelindungan dan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, disertai dengan “Peringatan 31 Tahun Komnas HAM

RI”.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut,  kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir
secara daring yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB   
Link Zoom : https://campsite.bio/peluncuran_laptah_kh_2023

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdri. Sri Nur
Fathya (0812-9279-930) dan Sdri. Mira Harti P. (0896-0676-6430).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan
terima kasih.

     Ketua,

              ${ttd}

          Atnike Nova Sigiro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Lampiran I Undangan
Nomor : 040/PR.06.01/0.1.0/VI/2024
Tanggal : 5 Juni 2024

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian dan Lembaga Lainnya

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia

4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

8. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

10. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11. Menteri Perdagangan

12. Menteri Perhubungan

13. Menteri Perindustrian

14. Menteri Pertanian

15. Menteri Pemuda dan Olahraga

16. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Komisi – Komisi dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

17. Kepala Lembaga Administrasi Negara

18. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

19. Kepala Badan Kepegawaian Negara

20. Kepala Badan Narkotika Nasional

21. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

22. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

23. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

24. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
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25. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

26. Ketua Komisi Pemilihan Umum

27. Ketua Badan Pengawas Pemilu

28. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

29. Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

30. Kepala Badan Standardisasi Nasional

31. Kepala Perpustakaan Nasional

32. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

33. Kepala Badan Pusat Statistik

34. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

35. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

36. Kepala Badan Informasi Geospasial

37. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

38. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan

39. Kepala Badan Kepegawaian Negara

40. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

41. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

42. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

43. Kepala Badan Intelijen Negara

44. Kepala Badan Sertifikasi Elektronik

45. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

46. Direktur Utama Radio Republik Indonesia

47. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia

48. Kepala Badan Keamanan Laut

49. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

50. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

51. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

52. Kepala Badan Pangan Nasional

53. Gubernur Bank Indonesia

54. Ketua Otoritas Jasa Keuangan
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Lampiran I Undangan
Nomor : 040/PR.06.01/0.1.0/VI/2024
Tanggal : 5 Juni 2024

SUSUNAN ACARA
PELUNCURAN LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM RI TAHUN 2023

“MENJAWAB TANTANGAN BARU DALAM PENGHORMATAN PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA”

Senin, 10 Juni 2024

Waktu (WIB) Susunan Acara

08.00 - 09.00 Registrasi

09.00 - 09.10 Pembukaan oleh MC

09.10 - 09.15 Menyanyikan Indonesia Raya

09.15 - 09.20 Pembacaan Doa

09.20 - 09.30 Sambutan dan Pembukaan Ketua Komnas HAM 

09.30 - 09.40 Video 31 tahun Komnas HAM

09.40 - 09.55 Keynote Speech oleh Menteri Luar Negeri RI 

09.55 - 10.05 Video Laporan Tahunan Komnas HAM 2023

10.05 - 10.15 Penyampaian Capaian Komnas HAM 2023 oleh 
Ketua Komnas HAM 

10.35 - 10.45 Tanggapan Narasumber atas Laporan Tahunan 
Komnas HAM 2023

 Dr. iur Asmin Fransiska, S.H., L.L.M

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

 Ir. Yosep Adi Prasetyo

Komisioner Komnas HAM Periode 2007-2012

 Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI

10.35 - 10.45 Video Ucapan 31 Tahun Komnas HAM

10.45 - 11.45 Diskusi tentang Menjawab Tantangan Baru dalam Penghormatan
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dipandu
oleh Moderator

11.45 - 11.55 Seremoni Potong Tumpeng

11.55 - 12.00 Penutupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org




























  
Nomor : B-981/DJAI.6/AI.05.01/07/2024 Jakarta, 22 Juli 2024 

Lamp.  : 1 (satu) berkas 

Sifat  : Segera 

Hal  : Permintaan Pengisian Formulir Laporan Dugaan Kebocoran Data Pribadi 

 

Kepada Yth.  

Pusat Data dan Teknologi Informasi 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 

di Tempat 

 

Menindaklanjuti informasi mengenai kemungkinan adanya dugaan insiden 

kebocoran data pribadi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia (Ditjen Hubud Kemenhub) sesuai pada tautan 

https://breachforums.st/Thread-DATABASE-Repost-HUBUD-DEPHUB-GO-ID-

Directorate-General-of-Air-Transportation-INDONESIA, maka sesuai dengan 

ketentuan pemrosesan data pribadi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan 

Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik, kami bermaksud meminta klarifikasi atas kebenaran informasi 

tersebut dan meminta Ditjen Hubud Kemenhub untuk mengisi Formulir Laporan 

Dugaan Kebocoran Data Pribadi (format terlampir). 

 

Formulir yang telah diisi tersebut kami klasifikasikan sebagai dokumen 

rahasia, harap dilengkapi dengan password dan dikirim secepatnya melalui email 

pengendalianaptika@kominfo.go.id sedangkan password dikirimkan secara 

terpisah melalui WhatsApp: +62 812 2216 5580 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

kalender sejak surat diterima. 

 

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika 

2. Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika 

https://breachforums.st/Thread-DATABASE-Repost-HUBUD-DEPHUB-GO-ID-Directorate-General-of-Air-Transportation-INDONESIA
https://breachforums.st/Thread-DATABASE-Repost-HUBUD-DEPHUB-GO-ID-Directorate-General-of-Air-Transportation-INDONESIA
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PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar Telp. (0342) 801201
email : pemkab@blitarkab.go.id  / website : www. blitarkab.go.id

Dalam rangka Hari Jadi Blitar ke- 700 yang diperingati tanggal 5

Agustus 2024, tahun ini mengambil tema ”Kabupaten Blitar Maju dan

Sejahtera”. Untuk itu kami mohon dukungan Bapak Menteri Perhubungan

Republik Indonesia berkenan memberikan ucapan Hari Jadi Blitar ke- 700

dalam  bentuk  video  singkat  berdurasi  1  (satu)  menit.  Video  ucapan

tersebut akan kami tayangkan saat peringatan puncak Hari Jadi Blitar ke-

700  yang  rencananya  akan  dilaksanakan  pada  hari  Senin  tanggal  5

Agustus 2024 dan diposting pada Media Sosial Pemerintah Kabupaten

Blitar.

Video tersebut dapat dikirim melalui  link google drive ke email:

pemkab.blitar@gmail.com  selambat-lambatnya  tanggal  31  Juli  2024.

Untuk  info  lebih  lanjut  dapat  menghubungi  narahubung  Rezza  D.

Lathanza dengan nomor telepon 081515060582

Demikian  permohonan  kami,  atas  ketersediaan  dan  kerja

samanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

${ttd}

Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya

NIP. 196506031990021002

Blitar, 22 Juli 2024

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Republik Indonesia

di -
TEMPAT

Nomor : B/555.03.01.02/483/409.23.2/2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Permohonan Video Ucapan Hari Jadi

Kabupaten Blitar ke-700 Tahun
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